
ABSTRAK 

 

Widi Heryanti. Kewarisan Anak di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012. 

 Anak merupakan ahli waris terpenting diantara sanak keluarga yang lain.  

Putusan Mahakamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 merupakan putusan atas 

permohonan dari Aisyah Mochtar binti H. Mochtar, yang memutuskan anak di luar 

nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini berbeda dengan 

Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 yang menyatakan anak di luar nikah memiliki 

hubungan nasab, waris dan juga nafkah dari ibu nya. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kewarisan anak di 

luar nikah menurut Putusan MK No. 46 Tahun 2010; 2) kewarisan anak di luar 

nikah menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012; dan 3) pengaruh  putusan MK No. 

46 Tahun 2010 terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. 

 Dalam putusan MK No. 46 Tahun 2010 tentang anak di luar nikah dalam 

menetapkan putusan nya mengacu pada pasal-pasal dalam UUD 1945, sedangkan 

MUI dalam fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang anak zina mengacu pada Al-Qur’an, 

Hadits, dan pendapat para ulama.  Metode ijtihad yang digunakan yaitu Sadd Adz-

Dzari’ah, yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif komparatif. 

Sumber data primer adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 dan 

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Adapun yang sumber yang dijadikan data sekunder 

adalah berbagai buku-buku atau hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan. 

Data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, kemudian dianalisis 

dengan pendekatan kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Mahkamah Konstitusi berpendapat 

dalam putusan MK No. 46 Tahun 2010 yang menyatakan anak yang di luar nikah 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya dan juga laki-laki 

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah, hal ini tentu 

berimbas kepada hak waris untuk anak tersebut; 2) MUI berpendapat dalam Fatwa 

No. 11 Tahun 2012 bahwa anak yang di  luar nikah memiliki hubungan nasab, waris 

dan nafkah dari ibu nya dan keluarga ibunya; 3) keluarkannya fatwa MUI No. 11 

Tahun 2012 terpengaruh oleh putusan MK No. 46 Tahun 2010 karena adanya 

pertanyaan dari masyarakat mengenai hak-hak anak yang di luar nikah paska 

dikeluarkannya putusan tersebut. Menurut MUI putusan MK tersebut tidak sesuai 

dengan hukum Islam dan secara otomatis menyamakan kedudukan antara anak 

yang di luar nikah dengan anak yang akibat dari perkawinan yang sah. 

 

 

 


